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ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering llir tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
52 sebagai Undang, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



CATATAN :

- K

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137),
dan diubah lagi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 12/HK.03-KPT/03.1/KPU-KAB/1/2019
diatur tentang :

Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengelolaan Tahapan Program dan
Jadwal Pemilu Tahun 2019.

eputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019

- Menunjuk dan menetapkan yang namanya tersebut dalam keputusan ini untuk
melakukan tugas sebagai berikut:

a.

b
C.
d

Menyusun Tahapan Pemilihan Umum 2019;

Menyusun Program Pemilihan Umum 2019;

Menyusun Jadwal Pemilihan Umum 2019;

Melaksanakan Rangkaian Kegiatan Pemilihan Umum sesuai Jadwal, Tahapan
dan Program Pemilihan Umum 2019.

- Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Tahun Anggaran 2019.



